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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sejarah Perlindungan Konsumen 

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen memang sangat  

memprihatinkan, dan menjadi perhatian buat kita semua. Sebab di dalam 

hukum perlindungn konsumen itulah terdapat atruran yang mengikat antara 

konsumen dan produsen. Dalam berbgai literatur,ada 2 pengertian mengenai 

perlindungan konsumen. Yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan 

konsumen. Menurut A.Z Nasution ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-

kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak 

satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam 

pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian 

dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat 

mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan 

konsumen
39

. 

Namun berbicara hukum perlindungan konsumen, selalu menjadi 

momok bagi produsen. sebab konsumen lah yang selalu mendapatkan hak dari 

padanya, padahal disini timbul hukum perlindungan konsumen ialah untuk 

mngatur keseimbangan hak antara konsumen dan produsen. Disinilah kita 

membtuhkan peran peran pemerintah dalam menrgontrol dan mengawasi, 

sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain 
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Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2005),  h.104. 
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dengan demikian tujuan mensejahterahkan masyarakat secara luas dapat 

tercapai.
40

  

Ini semua tidak lari dari pada bagaimana peran pemerintah dalam 

mengontrol dan mempubikasikan mana yang boleh dan mana yang tidak. 

Padahal dapat dilihat dari tahun 1978, MPR seebuh lembaga tinggi 

pemerintahan di Indonsia telah dengan tegas menjelaskan bahwa adanya subjek 

hukum yaitu konsumen dalam ketetapan MPR Republik Indonesia (TAP-MPR) 

tanggal 9 maret 1993 No. II/MPR/1993.
41

  

Perlindungan hukum konsumen merupakan bagian dari hukum publik 

dan hukum privat. Mengapa dikatakan sedemikian, perlindungan konsumen 

dikatakan hukum publik karena sebenarnya di sinilah peran pemerintah untuk 

melindungi seluruh konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas atau 

dari pelaku usaha yang berniat buruk. Dari pembicaraan mengenai TAP MPR 

di atas jelas menegaskan bahwa pemrinth harus ikut andil dalam perlindungan 

konsumen. 

Di negara kita, yang jelasnya negara Indonesia gerakan perlindungan 

konsumen mulai muncul dari sebuah lembaga konsumen yaitu YLKI, yang di 

anggap sebagai awal mulanya advokasi konsumen di Indonesia yang bediri 

pada 11 mei 1973. Pegerakan lembaga ini cukup gesit  pada saat itu bahkan 
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Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,( Jakarta : Sinar Grafika, 

2014), h.1. 
41

AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, ( Jakarta : Diadit 

media,2002), h. 2. 
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mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No.2111 

tahun 1978 tentang perlindungan konsumen.
42

  

Definisi perlindungan konsumen pada Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen negara kita adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”, diharapka ini sebagai 

acuan yang tidak semestinya meerugikan pelaku usaha, namun harus 

berimbang kepada hak kosumen. Meskipun disebut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak 

ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional 

banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.  

Bahkan dari negara negara luar sudah mengenal perlidungan konsumen, 

bahkan dari organisasi PBB. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya resolusi 

perserikatan bangsa-bangsa No.39/248 tahun 1985. Perlindungan konsumen 

harus menjadi perhatian kita saaat ini, dengan menilai negara kita hidup dengan 

investasi luar dan membuat negara kita tergantung akan hal itu. Karena 

persaingan perdagangan internasional dapat membawa pemikiran negatif bagi 

perlindungan konsumen. 

 

B. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK pada Pasal 1 angka 1 disebutkan 

bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Keberadaan 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan kepastian 

hukum terhadap segala hak hak mengenai kosumen. Kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah denga 

meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi 

tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha 

yag jujur dan bertanggung jawab
43

.   

Istilah konsumen berasal dari kata contsumer atau consument Secara 

harfiah kata contsumer adalah setiap orang yang mengunakan barang. 

Konsumen sendiri adalah setiap orang atau keluarga yang medapat barang 

untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam undang-

undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain tidak 

untuk diperdagangkan.
44

 

Menurut Munir Fuady konsumen adalah pengguna akhir dari suatu 

produk yaitu setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat 

baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha ialah setiap orang atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelengarakan kegiatan usaha 
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dalam berbagai bidang ekonomi.
45

 Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam 

perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, 

yaitu:
46

 

a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barangdan/atau 

jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3huruf c); 

b) Menciptakan sistem perlindungan konsumenyang memuat unsurunsur 

kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan 

informasi itu (Pasal 3 huruf d); 

c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungankonsumen 

sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e). 

Walaupun undang-undang ini disebut undang-undang perlindungan 

konsumen, tapi bukan berarti hak dari pada produsen terlepas dari pandangan 

pemerintah. Karena undang-undang ini lahir untuk menjembatani antara 

konsumen dan produsen. Karena itu supaya pemerintah memberikan kepasttian 

hukum yang akur dan sama antara kedua belah pihak. Ukurannya secara 

kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan 

undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk 

memberikan perlindunngan konsumen, baik dalam bidang hukum privat 

maupun publik.
47
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 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta : kencana, 2005), h. 191. 
46

 Ibid. 
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 Ahmadi miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Rajawaki 
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C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Peraturn yang mengontro azas-azas dalam hukum perlindungan 

konsumen terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi perlindungan konsumen 

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan 

konsumen serta kepastian hukum.
48

  berdasarkan lima asas yang relavan dalam 

pembangunan nasional berikut penjelasannya
49

 : 

a) Asas manfaat yaitu untuk mengaamanatkan bahwa segala upaya dalam 

menyelenggaarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b) Asas keadilan yaitu agar partisipasi seluruh rakyat bisa mewujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 

untuk memperoleh hak nya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c) Asas keseimbangan yaitu untuk memberikan keseimbangan anatara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan 

spritual. 

d) Asas keamanan dan keselamatan yaitu untuk memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan 

pemakaian barang dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan oleh 

masyarakat. 

e) Asas kepastian hukum yaitu agar baik pelaku usaha maupun konsumen 

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelengaraan 

perlindungan konsumen. 
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D. Hak dan kewajiban konsumen  

1. Hak-Hak Konsumen 

Secara umum hak konsumen dalam pasal 4 UUPK menjelaskan ada 

9 hak konsumen, yaitu:  

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan;  

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;  

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya;  

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 
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Tetapi secara umum dari keseluruhan hak tersebut yang oleh 

Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union - IOCU) 

ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu
50

: 

a) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;  

b) Hak untuk memperoleh ganti rugi;  

c) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;  

d) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 

2. Kewajiban Konsumen 

Di satu sisi konsumen juga tidak lepas dari kewajibannya yang tidak 

bisa di abaikan begitu saja. Kewajiban konsmen terbagi menjadi 4, yaitu
51

: 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

 

E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

1. Hak-Hak Pelaku Usaha 

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, pada pasal 3 angka 

1 disebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
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hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi
52

. Namun walaupun  pelaku usaha jarang mendapatkan 

perhatian, namun ada beberapa hak yang dimiliki pelaku usaha, yaitu: 

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan; 

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang 

diperdagangkan; 

5) Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 

2. Kewajiban Pelaku Usaha 

Memang sebenernya kewajibanlah yang memang harus di 

perhatikkan oleh pelaku usaha,dan kewajiban pelaku usaha ini telah di atur 

dalam pasal 7 UUPK. Kewajiban pelaku usaha tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
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2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku; 

5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau 

mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan garansi atas 

barang yang dibuat atau diperdagangkan. 

6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan jasa yang 

diperdgangkan; 

7) Memberi konfensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa 

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian; 

Dan ada beberapa tanggung jawab yang sebenarnya menjadi hal 

yang sangat penting, dalam pasal 19 ayat 1 UUPK tanggung jawab pelaku 

usaha iaalah sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;  

b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;  

c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.  
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F. Tinjauan Tentaang Air Minum dan Depot Air Minum Isi Ulang 

1. Pengertian Air Minum Dan Depot Air Minum Isi Ulang 

Air minum adalah suatu sumber keidupan bagi manusia, bagaimana 

tidak karena tubuh kita yang memang harus membutuhkan air minum setiap 

waktu. Karena ion di dalam tubuh kita membutuhkan energi yang cukup 

untuk beraktivitas. Air minum itu sendiri memiliki pengertian iaalah air 

yang di konsumsi oleh manusia
53

. Namun menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor :907/MENKES/SK/VII/2002 tentang 

syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, antara lain disebutkan 

bahwa Air minum adalah airyang melalui proses pengolahan atau tanpa 

proses pengolahan yangmemenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. Pengertian air minum dapat dilihat juga dalam Keputusan 

MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

:651/MPP/Kep/10/2004 yaitu tentang persyaratan teknis Depot air minum 

dan perdagangannya. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa Air 

minum adalah air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum. Dari 

dua pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa, Air minum adalah air 

yang dapat langsung diminum tanpa menyebabkan gangguan bagi orang 

yang meminumnya. 

Namun pada saat ini banyak yang tidak menghiraukan peraturan air 

bersih yang ada, memang pada hakikatnya penyakit yang dialami oleh 

kosumen air yang tidak bersih berdampak sedikit, atau bahkan jarang. Sebab 
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mengkonsumsi air tidak bersih dampaknya pada kesehatan lambung kita. 

Penyediaan air bersih, selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus memenuhi 

standar yang berlaku. Untuk itu depot air minum isi ulang harusnya selalu 

memeriksa kualitas airnya sebelum didistribusikan pada pelanggan, karena 

air baku belum tentu memenuhi standar, maka perlu dilakukan pengolahan 

agar memenuhi standar air minum. Air minum yang ideal harus jernih, tidak 

berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Dalam peraturan perundang-

undangan, tidak ada pasal yang memberikan definisi ataupun pengertian 

mengenai Depot Air Minum Isi Ulang Namun dari beberapa bahan bacaan, 

diperoleh beberapa definisi mengenai pengertian usaha depot air minum isi 

ulang. Depot air minum isi ulang adalah usaha industri yang melakukan 

proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjual secara 

langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan
54

. Kalau menurut R. 

Hening Dapito sebagai direktur penyehatan air dan sanitasi, Dirjen PPM-PL 

Departemen Kesehatan, memberikan definisi depot air minum adalah 

penjualan air minum kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan, 

dimana konsumen harus membawa wadah galon sendiri, baru mengisinya di 

depot tersebut. Pendirian usaha depot air minum sendiri harus memenuhi 

syarat dan izin, adapun persyaratannya iaalah seebagai berikut:  

1) Izin usaha industri atau tanda daftar industri dan surat izin usaha 

perdagangan(SIUP); 
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2) Surat izin pengambilan air atau surat izin pemasokan air dri PAM atau 

perusahaan lain yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang 

berwenang; 

3) Sertifikat uji produk air minum dari laboratorium yang telah terakreditasi 

dan telah di tunjuk oleh menteri. 

Sedangkan depot air minum yang sering kita jumpai di Kec . 

Tampan Kota Pekanbaru ialah  home industri biasanya alat nya cukup 

sederhana tapi tidak luput dari pengawsan pemerintah, adapun syarat untuk 

depot air minum ini iaalah: 

1) Depot air minum isi ulang harus sesuai dengan kualitas dan mutu air 

minum yang di tetapkan oleh menteri kesehatan; 

2) Pada dasarnya proses air minum isi ulang meliputi penampungan air 

baku, penyaringan, deinfeksi untuk pemanasan dan pengisian; 

3) Pengolahan air harus memenuhi teknis pedoman yang baik. 

2. Standar Mutu Kualitas Air Minum pada Depot Air Minum Isi Ulang 

Penyediaan air bersih selain melihat kuantitasnya kualitasnya pun 

tetap harus di jaga. Karena bagi manusia air minum merupakan kebutuhan 

utama untuk berbagai keperluan, seperti mandi, mencuci, kakus dan dalam 

produksi pangan, mengingat bahwa berbagai penyakit dapat ditularkan 

melalui air saat manusia memanfaatkannya, maka untuk mencegah penyakit 

tersebut diperlukan sistem penyediaan air bersih maupun air minum yang 

baik bagi manusia. Ada dua standar nasional yang mengatur tentang kualitas 

air minum, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3553-2006 (untuk air 
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minum dalam kemsan) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 

serta Keputusan  Peraturan Menteri Kesehatan 492 tahun 2010. Intinya, air 

yang layak diminum harus melewati tiga persyaratan kelayakan, yaitu dari 

segi fisik, kimia dan mikrobiologi
55

.  

Dari segi fisik, air minum tidak boleh memiliki bau, rasa, dan warna 

(harus jernih). Dari segi kimia, air minum harus bebas dari kandungan zat 

kimia berbahaya, seperti logam berat, air raksa atau merkuri (Hg), timbal 

(Pb) dan aluminium (Au), besi serta klorida. Dari segi mikrobiologi, air 

minum tidak boleh mengandung bakteri-bakteri patogen atau bakteri 

berbahaya karena bersifat racun sehingga dapat menimbulkan penyakit.  

Pada umumnya penentuan standart kualitas air minum tergantun 

pada kondisi negara masing-masing, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

perkembangan teknologi. Di Indonesia standart air minum yang berlaku, 

dibuat pada tahun 1975 yang kemudian diperbaiki tahun 1990, dan 

diperbaiki kembali pada tahun 2002 dan sehingga diperbaiki lagi tahun 

2010. Menurut berbagai pihak yang berwenang masih banyak penyediaan 

air minum yang tidak memenuhi standart tersebut. 

Dua standar nasional yang mengatur kualitas air minum yaitu 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3553-2006 dari Departeman 

Perindustrian dan Perdagangan, yang menyatakan bahwa batas maksimal 

total angka kuman adalah 100 koloni/ml serta peraturan Menteri Kesehatan 

nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, yang menyatakan bahwa air minum 
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46 
 

  

harus memenuhi persyaratan diantaranya tingkat kontaminasi 0 Akoloni / 

100 ml untuk keberadaan bakteri coliform. Oleh karena itu hendaknya para 

pelaku usaha depot air minum ini lebih memperhatikan standar kuaalitas air 

minumnya, dikarenakan kurangnya perhatian dan pengawasan dari 

pemerintah kota Pekanbaru, hendaknya kesdaran pelaku usaha lah yang di 

perlukan. Karena air minum yang diperoleh dari depot air minum isi ulang 

pada umumnya harganya jauh lebih murah dibanding air minum dalam 

kemasan. Itulah yang menyebabkan banyaknya konsumen yang lebih 

memilih depot air minum isi ulang ini apalagi dengan maraknya sekarang 

depot air minum di Kec. Tampan Kota Pekanbaru ini. 

 

G. Pengaturan Depot Air Minum Isi Ulang Dalam Undang-Udang 

Perlindungan Konsumen 

UUPK dengan tegas memberikan perlindungan kepada setiap 

konsumen yang memang dirugikan oleh pelaku usaha. Kaitannya dengan depot 

air minum isi ulang, jadi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha 

depot air minum ini dengan mengelabui konsumen, yaitu memberikan 

keterangan tidak sesuai dengan keadaan yang ada kepada konsumen maka telah 

melanggar ketentuan UUPK. Pengaturan perlindungan konsumen terhadap 

munculnya usaha depot air minum ini bisa kita lihat pada beberapa pasal dalam 

UUPK, yaitu Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8. Pasal 4 
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huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
56

.  

Oleh karena itu, air minum pada depot air minum isi ulang juga harus 

aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena berdasarkan ketentuan itu 

pada peraturan itu. UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen agar 

setiap konsumen yang mengkonsumsi air depot air minum isi uang ini terjamin 

keselamatannya. 

Pada pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk 

mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa
57

. Dalam mengkonsumsi air pada depot air 

minum, setiap konsumen berhak untuk mendapatkan keterangan yang benar 

dari pelaku usaha depot terhadap produk yang dibelinya itu. UUPK juga 

memberikan jaminan hak pada konsumen tersebut untuk memperoleh informsi 

yang benar dan jelas apakah air minum yang mereka jual sudah sesuai standar 

mutu dari pemerintah apa belum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 huruf b 

UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang 

diproduksinya
58

.  

Begitu juga halnya dengan pelaku usaha depot air minum isi ulang ini 

harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ini, yaitu dengan 

                                                           
56

Lihat pada pasal 4 huruf (a) pada Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
57

Lihat pada pasal 4 huruf (c) pada Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
58

Lihat pada pasal 7 huruf (b) pada Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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memberikan informasi yang benar tentang produk air minum yang 

diproduksinya sesuai kenyataan dan tidak mengelabui konsumen. Sedangkan 

Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku 

usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan sesuai standar mutu barang atau jasa yang berlaku
59

. Disini 

dapat dilihat bahwa aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK 

yaitu dengan membebankan kewajiban kepada pelaku usaha depot air minum 

isi ulang agar produk yang diperdagangkannya terjamin mutunya dan sesuai 

standar mutu yang berlaku, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat di 

Kec. Tampan Pekanbaru.  

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha depot 

air minum juga termuat dalam ketentuan Pasal 8 UUPK. Yaitu setiap pelaku 

usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai standar 

yang dipersyaratkan, label tidak sesuai dengan isinya, tidak sesuai dengan mutu 

yang telah diatur. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangan pangan yang 

rusak atau tercemar. Beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang 

tercantum dalam ketentuan Pasal 8 ini, bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen agar mereka aman dalam mengkonsumsi air 

minum pada depot air minum isi ulang.  

Dengan adanya beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 

depot ini, UUPK telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen 

sehingga konsumen memiliki kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

                                                           
59

Lihat pada pasal 7 huruf (d) pada Undang-Undang No 8 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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mengkonsumsi air di depot air minum,terkhusunya  Kota Pekanbaru . Dengan 

demikian, maka UUPK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

konsumen agar dapat menuntut hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh 

pelaku usaha depot air minum isi ulang. 

 

H. Dampak Meminum Air yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas Air 

Minum pada Depot Air Minum Isi Ulang 

Mengkonsumsi air minum iaalah kebutuhan manusia sehari-hari, jadi 

hendaknya air yang kita minum memanglah bersih dan sesuai standar mutu 

kualitas air minum jika air minum tesebut kita beli dari depot depot air minum 

isi ulang. Sudah banyak bahkan seluruh dunia kemungkinan, terlebih lagi di 

Indonesia, depot air minum menjadi menjamur hingga ke pelosok pelosok 

desa. Hal ini karena mempermudah pekerjaan rumah supaya tidak repot-repot 

lagi memasak air. Semua ini juga di sebabkan murahnya harga dan sekaligus 

antar jemput alamat, sehingga mempengaruhi pemikiran masyarakatkita yang 

cenderung memanfaatkan hal yang termudah, walaupun tidak tahu air yang 

diminum bersih, dan memenuhi standar air minum apa belum. 

Menurut Ir. Nusa Idaman Said, M.Eng.,Deputi bidang teknologi 

informasi energi, material dan lingkungan, Direktorat teknologi lingkungan, air 

yang layak minum mempunyai standar persyaratan secara kimiawi dan 

bakteriologis. Jika sau parameter saja tidak memenuhisyarat, maka air tersebut 

tidak layak untuk diminum
60

.  
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http://kesehatanjreng.blogspot.co.id, terakhir kali diakses pada 27 oktober 2016 pukul 22.00wib.  

 

http://kesehatanjreng.blogspot.co.id/


 

50 
 

  

Hal ini sangat berpengaruh terhadap teknologi yang di gunakan pelaku 

usaha ini. Jika teknologi benar, maka hasilnya juga bagus. Tetapi dengan harga 

yang begitu dominan tadi bisa membuat sebuah kecurangan dalam pelaku 

usaha. Air isi ulang dapat menyebabkan resiko bayi 3x lebih tinggi terkena 

diare jika bayi ini sering mengkonsumsi air yang tak layak minum. Diare 

sendiri menjadi peringkat kedua sebagai penyebab kematian dan balita yang 

meminum air tak layak ini beresiko lebih inggi.  

Saat ini, mengknsumsi air minum yang tak layak ini merupakan salah 

satu faktor utama berkembangnya penyakityang dituarkan melalui air, seperti 

hepatiti, tifus, dan diare. Penyakit tersebut merupakan penyakit yang 

mematikan nomor dua balita. Penyakit yang ditularkan melalui air ini biasanya 

diakibatkan oleh bakteri cilform. Mereka biasa ditemukan di saluran 

pengolahan air minum isi ulang ini. Untuk mengetahui air ini tidak ada bakteri 

memang harus diteliti dilaboratorium. Tapi, kita bisa juga mendeteksi air 

secara fisiikapakah air ini layak diminum apakah tidak dengan mencium bau, 

air yang bagus tidak memiliki bau, rasa, dan warna. Berikut ini bahaya yang 

menyebabkan air minum tak layak dikonsumsi
61

 :  

1) Proses pembersih galon yang tak sesuai standar 

2) Peralatan pengisian air yang tak steril 

3) Suplai air minum yang tidak jelas asalnya 

Indikator di ataslah yang kebanyakan menjadi depot air minum isi 

ulang menjadi berbahya dan menyebabkan bakteri berbahaya seperti e. Colli 
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terakir kali diakses pada 28 oktober 2016 pukul 20.00wib 
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dan sallmonela. Berikut ini beberapa penyakit yang disebabkan apabila kita 

meminum air dari depot yang tidak mengikuti standarnya air minum menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan No 492 
62

 : 

a) Sakit perut 

b) Disentri 

c) Pusing 

d) Gejala tifus 

e) Gejala hepatitis 

Jadi pertimbangkanlah, apakah depot air minum ditempat kita biasa 

membeli apakah benar benar sehat atau tidak. Cara yang terbaik ialah hanya 

dengan memasak air nya kembali sehingga kebersihan dan kenyaman kita 

mengkonsumsinya dapat terjamin. 
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